
 

 

 

 

LEMBARAN KALURAHAN 

KALURAHAN PETIR 

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Petir) 

Nomor : 03               Tahun: 2023 

 

PERATURAN KALURAHAN PETIR 

NOMOR   03   TAHUN 2023 

TENTANG 

PENGELOLAAN ASET KALURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH PETIR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berkaitan 

dengan pengelolaan aset Kalurahan, perlu menyusun 

Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset 

Kalurahan; 

  b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan 

tentang Pengelolaan Aset Kalurahan. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa  Yogyakarta jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 

12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

1950 Nomor 59); 



  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6623); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 



  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 1 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Pasal 2 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 

Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); 

  15. Peraturan  Daerah   Kabupaten Gunungkidul   Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 

Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 15); 

  16. Peraturan  Daerah   Kabupaten Gunungkidul   Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 

Nomor 7); 

  17. Peraturan  Daerah   Kabupaten Gunungkidul   Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran 



Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); 

  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah 

dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E); 

  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap; 

  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 

Nomor 51); 

  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 

  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2023; 

  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 

tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 

Anggaran 2023; 

  24. Peraturan Desa Petir Nomor Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Petir Tahun 2019 Nomor 07); 

  25. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir 

Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 

Nomor 02); 



  26. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir 

Tahun 2021 Nomor 04); 

  27. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran 

Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 04); 

  28. Peraturan Kalurahan Petir Nomor Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir 

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Petir 

Tahun 2022 Nomor 07); 

  29. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 

Nomor 08); 

    

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR 

dan 

LURAH PETIR 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN ASET 

KALURAHAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kalurahan  ini yang dimaksud dengan : 

1. Kalurahan adalah Kalurahan Petir. 

2. Lurah adalah Lurah Petir. 

3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 



5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

Kalurahan Petir berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

6. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 

Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur 

Kewilayahan. 

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Kalurahan yang berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya 

disingkat RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan Kalurahan untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat 

RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun.  

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat 

APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

kalurahan. 

11. Aset Milik Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari 

kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban 

APBKalurahan atau perolehan Hak lainnya yang sah. 

12. Pengelolaan Aset Milik Kalurahan merupakan rangkaian kegiatan mulai 

dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset milik 

Kalurahan. 

13. Tanah Kalurahan adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan Kalurahan 

dan/atau untuk kepentingan sosial. 

14. Tanah Milik Kalurahan adalah tanah Kalurahan yang diperoleh dari Hibah 

atau Swadaya dari masyarakat atau pihak lainnya, serta tanah yang 



diperoleh atas beban APBKalurahan yang sumber dananya bukan dari 

hasil Pelepasan Tanah Hak Anggaduh. 

15. Tanah yang dikuasai adalah tanah milik pihak lain yang pengelolaan dan 

pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan. 

16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 

dan pelaporan hasil pendataan aset milik Kalurahan. 

17. Tanah Pelungguh adalah tanah Kalurahan yang diperuntukkan sebagai 

penghasilan tambahan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan selama 

menduduki jabatannya. 

18. Tanah Pengarem-arem adalah tanah kalurahan yang diperuntukkan 

sebagai tanah garapan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan purna tugas 

sampai dengan batas waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan. 

19. Bangunan Milik Kalurahan adalah bangunan yang diperoleh Kalurahan 

dari beban APBKalurahan, bangun guna serah dan atau bangun serah 

guna. 

20. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah setelah 

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan. 

21. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang 

bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan dan 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

22. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang 

bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan 

atau Peraturan Lurah. 

 

BAB II 

PENGELOLAAN ASET KALURAHAN 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan Aset Kalurahan meliputi : 

a. Tanah Kalurahan 

b. Peralatan dan Mesin; 

c. Gedung  dan bangunan milik kalurahan; 

d. Jalan, jaringan dan instalasi;  

e. Aset tetap lainnya; 

f. Konstruksi dalam Pengerjaan; dan 

g. Aset Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan. 



(2) Aset Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi : 

a. Tanah, terdiri dari : 

1. Tanah kas kalurahan (garapan kalurahan); 

2. tanah pelungguh Lurah dan Pamong Kalurahan; 

3. tanah pengarem-arem Lurah dan Pamong Kalurahan Purna Tugas; 

dan 

4. tanah untuk kepentingan umum. 

b. sepeda motor; dan  

c. gedung dan bangunan. 

 

Pasal 3 

(1) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa tanah kalurahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tersebut dalam 

Lampiran 1.a Peraturan Kalurahan ini. 

(2) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Peralatan dan mesin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, tersebut dalam 

Lampiran 2.3 Peraturan Kalurahan ini. 

(3) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa gedung dan 

bangunan milik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf c, tersebut dalam Lampiran 3 Peraturan Kalurahan ini. 

(4) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa jalan, jaringan dan 

instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, tersebut 

dalam Lampiran 4 Peraturan Kalurahan ini. 

(5) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Aset tetap lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, tersebut dalam 

Lampiran 5 Peraturan Kalurahan ini. 

(6) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan berupa Konstruksi Dalam 

Pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, 

tersebut dalam Lampiran 6 Peraturan Kalurahan ini. 

(7) Rincian lebih lanjut mengenai aset kalurahan tentang jenis tanah 

kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, yang 

merupakan kas/garapan kalurahan, tanah pelungguh Lurah dan Pamong 

Kalurahan, tanah Pengarem-arem Lurah dan Pamong Kalurahan, dan 

tanah untuk kepentingan umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran 



1.a, Lampiran 1.b, Lampiran 1.c, dan Lampiran 1.d 3 Peraturan 

Kalurahan ini. 

 

Pasal 4 

Penjabaran Pengelolaan Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

Apabila dipandang perlu Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan atau 

Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir dan 

diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat. 

Ditetapkan di  : Petir 

Pada tanggal    :  1 Maret 2023 

             LURAH PETIR 

                        

    ttd 

              

        S A R J U 

Diundangkan di     : Petir 

Pada tanggal          : 1 Maret 2023 

CARIK PETIR 

 

 

       TOMI WIBOWO 

LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2023 NOMOR …… 
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